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1.1. Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, biologis,

hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang di

sebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang
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menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
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harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaanltertentu dapat

i

menghambat pembangunan nasional®.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada

pertemuan empat lempeng tektonik yaitu Lempeng Benua Asia, Benua Australia,
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Lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur
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Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau

Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan

vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi

tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi,
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gempa bumi, tsunaml banjlr dan tanah longsor. Indonesia merupakan salah satu

negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia lebih dari 10 kali

lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat?. Letak astronomis wilayah Indonesia

1 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil.
2 https : //bnpb.go.id diakses tanggal 11 juli 2018.



terletak antara 6 derajat Lintang Utara - 11 derajat Lintang Selatan dan antara 95 derajat

Bujur Timur - 141 derajat Bujur Timur®,

Sumatera Barat yang berada di tepian Pulau Sumatera juga memiliki potensi bencana

alam yang besar, termasuk Kota Padang. Dari segi geografis atau topologi, Kota Padang

menjadi salah Wwi geologinya
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wilayah Kota Padang terdiri dari perpaduan bentuk lahan vulkanik di bagian Timur,
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bentuk lahan F aba-gian tengah dan lahan_marin bagian bara ena memiliki
beberapa sungdi yang memili \ pjang t Kondisi ini
menyebabkan Padang ! jir:. ﬂ iVl tingkifbahaya banjir

“1)’ !

disebabkan olé rah hujan t ... la ingkat bahaya

banjir tinggi ulimnya tersebar pada dae 1 y Satlien bentul lahan daratan
Y ’\', ' | }
aluvial dan ra [ ’ .

WMo A

,m.,_...a-j k cukup besar

Wilayah matera yang
berhubungan |
yang berpotens

KEDJAJAAN
Indonesia meru al

subduksi/interaksi 2 Iempeng, yartoe=s Ato=Australia dengan Eurasia. Dengan

K wilayah Barat

kan oleh proses

adanya proses tersebut, daerah Kota Padang menjadi rawan terhadap peristiwa gempa

bumi®.

3 Sri Sudarmi Waluyo, Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu, 2008, Semarang : PT. Sindur Press
4 Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Kota Padang him 5
% Ibid. him 6



Terdapat delapan jenis bencana yang teridentifikasi pernah terjadi di Kota Padang
berdasarkan sejarah kejadian yang tercatat dalam Data dan Informasi Bencana Indonesia
(DIBI). Diantaranya bencana gempa bumi yang merupakan bencana dengan dampak yang

cukup besar bagi Kota Padang, seperti pada tabel 1.1:

Sejarah Kejadi

0

Banjir
Gelombang
Ekstrim dan 8
Abrasi

Gempa bumi 11

Kebakaran
Hutan dan 1
Lahan

1.232

167.232

0

0

Kekeringan 1
Cuaca 5
Ekstrim
Tanah

Longsor

11

2

KEDJAJA AN
adang, Hal ini

dikarenakan banyaknya pemuki dan di sepanjang aliran sungai.
Kejadian banjir juga memiliki frekuensi kejadian yang hampir tejadi tiap tahun dan
mengalami peningkatan kejadian. Namun bencana gempa bumi merupakan bencana yang

menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang paling besar di antara bencana-

bencana lainnya.



Adanya data pada tabel menjelaskan bahwa Kota Padang merupakan kota yang
rawan akan bencana alam. Untuk itu dibutuhkan upaya dari seluruh masyarakat dalam
melakukan sebuah mitigasi bencana agar dampak dari bencana tersebut dapat
diminimalisir. Pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana harus benar-benar

ditanamkan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, Mahyeldi Ansharullah

(Wali Kota PaglaRe gijakukan secara

intens, baik peningkatan
kemampuan eh karena itu,

dibutuhkan ug varakat untuk

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Bab | Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat
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9 dan PP No 21 Tahun 2008, Bab | Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 6, arti mitigasi adalah
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upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Mitigasi adalah

serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik

"1

maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana’.
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Mitigasi merupadkgRseRtlk ug IceQal -- ungkinan risiko,
~

pengurangan konsekuensi risiko, 1me

¥ Penerimaaan risiko, serta transfer,
pembagian, atau penyebarluasan risiko. Ada dua jenis mitigasi yaitu mitigasi struktural
dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural adalah usaha pengurangan risiko yang

dilakukan melalui pembangunan atau perubahan fisik melalui penerapan solusi yang

6 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/31/otyfcf425-padang-luncurkan-sekolah-
cerdas-bencana diakses tanggal 10 Juni 2018.
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.



http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/31/otyfcf425-padang-luncurkan-sekolah-cerdas-bencana
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/31/otyfcf425-padang-luncurkan-sekolah-cerdas-bencana

dirancang. Mitigasi ini mencakup ketahanan konstruksi, langkah-langkah pengaturan dan
kode bangunan, relokasi, modifikasi struktur, konstruksi tempat tinggal masyarakat,
konstruksi pembatas, atau sistem pendeteksi, modifikasi fisik, sistem pemulihan dan

penanggulangan infrastruktur untuk keselamatan hidup®.

Mitigasi non struktural melip slupgkinan atau konsekuensi risiko

melalui modif membutuhkan
penggunaan st gkah regulasi,
program pend ifikasi fisik|ffjon struktural,

modifikasi per

Mitigasi bencana itu penting dilakukan agar seluruh masyarakat cerdas dan tidak

panik disaat menghadapi terjadinya bencana. Dengan adanya pengetahuan tentang
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mitigasi bencana diharapkan mampu mengurangi dampak dari bencana alam yang terjadi
é

seperti mengurangi korban jiwa, kerugian material, dan dampak-dampak lainnya. Untuk

itu pengetahuan tentang mitigasi bencana tersebut dianggap sangat penting diberikan

pada seluruh iapisan agar dapat menghadapi

datangnya benca ebih menghadapi

bencana yang datang tanpa pe perti gempa dan tsunami.

Mitigasi bencana tersebut akan lebih baik jika dilakukan dalam bidang pendidikan.
Bidang pendidikan dianggap salah satu bidang yang tepat untuk dilaksanakan penguatan

kapasitas kebencanaan atau mitigasi bencana. Tempat terjadinya pendidikan mitigasi

8 Bevaola Kusumasari, 2014, Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal, Gava Media:
Yogyakarta.



bencana adalah sekolah. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang memiliki tanggung
jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan harus mampu mengembangkan potensi
peserta didiknya baik dalam hal keagamaan, kepribadian, kecerdasan dan juga budaya

kesiapsiagaan bencana. Upaya itu dilakukan dengan dibentuknya sebuah lembaga yang

bernama Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia (KPBI). KPBI mencatat program-

Mitigasi bencana di aspek pendidikan telah dilakukan sejak tahun 2012 di Sumatera

1| = ATV,

Barat. Dimulai dari adanya program SMAB (Sekolah Madrasah Aman dari Bencana)

yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4

Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah Madrasah Aman dari Bencana.

(I LYYEETYT T i
Program SMAB ini memiliki fokus untuk mengurangi dampak risiko bencana gempa
.r A ) \ ~

bumi dan tsunami®.
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Program SMAB ini sulit untuk dilakukan sepenuhnya karena tentu saja membutuhkan

biaya yang besar untuk pelaksanaan sosialisasi selama 6 bulan tersebut. §ehingga pihak

camtn TA A 4.C

BPBD Kota Padang merasa bahwa program ini tidak efektif untuk dilaksanakan di Kota

SN SR BN

Padang. Sesuai dengan wawancara peneliti dengan salah satu staff pencegahan Badan
w

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang :

“Program SMAB ini lebih difokuskan pada kerentanan sekolah yang
terdiri dari lokasi, struktur, desain dan sarana/prasarana. Untuk
mewujudkan itu tentunya sebelum sekolah tersebut dibangun hal-hal
tersebut harus diperhitungkaan terlebih dahulu. Namun pada dasarnya
sekolah itu telah ada dan dibangun sebelum adanya program SMAB ini.

% Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penerapan Sekolah Madrasah Aman dari Bencana.



Dalam hal ini maka program ini sulit untuk diwujudkan. Apalagi program
ini membutuhkan dana dan waktu yang banyak dan dirasa tidak efektif.
Terlebih melakukan sosialisasi dan pemberian materi kebencanaan dalam
satu sekolah selama 6 bulan secara intensif membutuhkan dana,
sumberdaya dan waktu yang maksimal'®.”

Dari wawancara tersebut membuktikan bahwa program SMAB (Sekolah Madrasah

Aman dari Bencana) tidak dapat dilakukan di Kota Padang, karena dirasakan kurang

/j— Al E A 2L i
efektif karena kekurangan dana dan Sumber Daya Manusi
PSS 2= """-As

Di tahun 2018 dibuat sebuah.prbgram lain dalam mengupayakan mitigasi bencana

A

dari aspek pendidikan di Kota Padang yang bernama Sekolah Cerdas Bencana yang

merupakan adaptasi dari program SMAB. Sekolah Cerdas Bencana (SCB)
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merupakan upaya membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka

menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendldlkan baik individu

b= Biaal ol

maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat maupun setelah

iIr 4 alles BERS 5. 1N

bencana terjadil. Dari program ini diharapkan mencapai enam output penting*?:

a. |[Membentuk Kelompok Siaga Bencana Sekolah.

Adanya identifkasi ancaman bencana.

N KEWVIMmImAN
UNThu A ...NGSA

c. Penyusunan dokumen rencana evakuasi sekolah.

e O

d. Penyusunan SOP tanggap darurat sekolah.

e. Melaksanakan latihan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan simulasi

evakuasi mandiri.

10 Wawancara dengan staff Pencegahan BPBD Kota Padang
11 Konsep Dasar Sekolah Cerdas Bencana (Data dari BPBD Kota Padang)
2 Konsep Umum Sekolah Cerdas Bencana (Data dari BPBD Kota Padang)



f. Adanya rencana tindak lanjut terkait penerapan Sekolah Cerdas Bencana

secara berkesinambungan.

Lembaga terkait yang berwenang dalam penanggulangan bencana ini adalah
Pemerintah Kota Padang. Pada penelitian ini yang dimaksud Pemerintah Kota Padang

adalah bagian eksekutif yakni Walikota Padang dan kemudian menunjuk Badan

bernama Dina

Padang dan Di A e RARKAraR=IKQLARE ore1nis

SRQIE ,
T Pok =P )| v e
ugas Poko : Eﬂllmﬁ

m ....‘:-l L b

Padang Nomor 70 Pokek"dan Fungsi Badan

&raturan Walikota

Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran berubah menjadi aturan baru
yakni berupa Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 95 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Padang.



BPBD dalam menjalankan Sekolah Cerdas Bencana dibantu oleh LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat) Kebencanaan Kota Padang. LSM ini ikut langsung dalam
pelaksanaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana ke sekolah-sekolah. OPD (Organisasi
Perangkat Daerah) Kota Padang lain yang terkait dalam kegiatan Sekolah Cerdas Bencana

ini adalah Dinas Pendidikan Kota Padapg..Beran Dinas Pendidikan Kota Padang dalam

kegiatan SekolghsSeke ehRBNg j eRekial@n memberikan
izin ke BPBD Padaf M 1 ' enyampaikan
materi Sekola J - s - at dari hasil

Wawancara pe

”Dala pernah
membe ekolah
Cerdas jBenc 3 C ahjizin ke
BPBD uk ke sekolah-sekola Nl materi
Sekola rdas Bencana terse idika adiahg juga
sesekal angst : C pldksanan
Sekola ekolah

pengarahan tentang penanggulangai engan kebijakan peraturan daerah
yang berlaku. Standarisasi dan kebutuhan mengenai penyelenggaraan penanggulangan

bencana juga merupakan tugas dari BPBD*.

3 Wawancara dengan Kepala Bagian Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Padang.
14 Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,
Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang
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BPBD Kota Padang bertanggung jawab atas segala upaya penanggulangan bencana
yang terjadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang termuat dalam Rencana
Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019. Fungsi

BPBD antara lain adalah perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana

pengkoordinasjans-pelaks paRasseeara terencana,

BPBD Kot@|Pa : s i i cegahan dan

Kesiapsiagaan : ¢ da ang abilitasi dan
rekonstruksi*®. |Pg i DE ' ' an wewenang

dari BPBD te ' ) . Uituk itu dalam

15 Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019
16 Data Kelembagaan BPBD Kota Padang tahun 2018.
17 Data Kelembagaan BPBD Kota Padang Tahun 2018
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Kepala Bidang Pencegahan
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Drs. Henry, MM

Kepala Seksi Pencegahan
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Drs. Nasrul Sugana

Kepala Seksi Kedaruratan
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Kepala Seksi Logistik

Desi Susanti Razif, S.Sos

Sumber: Peraturan Walikota Padang Nomor 95 Tahun 2016

Sekretaris

Hendra Mardi, S.Sos, M.Si

Kota Padang Tahun 2018

Kasubag Keuangan

Ir. Sofyan

Kepala Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi

Ir. Syaiful Bachri

Kepala Seksi Kedaruratan

Rusli PN., SE, M.Si

Kepala Seksi Rekonstruksi —J

Ahmad Ichlas, S.Sos, M.Si

Kasubag Program

Roby Alfian, S.Sos, M.CIO

11
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Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini memiliki tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang

penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.

Melihat pentingnya peran BPBD Kota Padang dalam melakukan mitigasi

bencana maka harus memiliki kapabilitas sebagai leading sector pada kegiatan

sebagai kap b
kapasitas olitik, dan
kelembagas isi darurat.
Faktor-fakic lembagaan,
sumber  d3yp i knis dan

kepemimpi

Kota Padang

pekerjaan da 816l s [jugan Batlay( iu.
S N
memiliki 42 .f '-V.,‘- 0

merupakan tenaga Pusdalops PB (Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan

orang tersebut

Bencana) dan tenaga rescue penanggulangan bencana yang masuk dalam bagian
kedaruratan dan logistik BPBD Kota Padang. Berikut daftar pegawai BPBD Kota

Padang berdasarkan pendidikan®®:

18 Bevaola Kusumasari, 2014, Manajemen bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal, Yogyakarta
: Gava Media.
19 Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil BPBD Kota Padang Tahun 2018



Tabel 1.2

Daftar Pegawai BPBD Kota Padang

13

Pegawai Pendidikan
SMA D3 S1 Magister S3
Pria 12 2 12 4 3
Wanita 5 1 -

Sumber : Olahan Peneliti das
Tahun 2018

Dalam
memiliki wi
dipimpin o siapsiagaan
tersedia 9 @ 0s. M.Kes,

, Zomarita,

organisasi.
sebuah orgg
maksimal. Dé
Kota Padang,

ada, sesuai dengan wawancara yang difaRlKan peneliti berikut?! :

”Dengan Sumber Daya Manusia yang saat ini ada, yakni 41 orang,
BPBD Kota Padang merasa kesulitan. Karena asumsi saat ini adalah
BPBD Kota Padang bukanlah sebuah badan lintas sektor namun
merupakan sebuah tenaga. Jika keadaan akan terus seperti itu,
mungkin akan diperlukan sekitar 100 orang Sumber Daya Manusia
yang harus ada di BPBD Kota Padang agar mampu menjalankan

20 Absensi BPBD Kota Padang tahun 2019.
21 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum BPBD Kota Padang.
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segala kegiatan dan tugas yang ada di BPBD Kota Padang, dan
Sumber Daya Manusia tersebut berasal dari berbagai jurusan dan
keahlian. Tidak sedikit dari Sumber Daya Manusia tersebut hanya
mengikuti hal yang sudah tersistem dan kemudian berkembang
terkait kebencanaan di BPBD Kota Padang ini”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa BPBD

Kota Padang mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia untuk mampu

Kab/Kota

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2018 (Data Kelembagaan BPBD Kota Padang)

Dana tersebut digunakan oleh BPBD Kota Padang selaku badan yang
berwenang dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi. Dari data tersebut
menggambarkan bahwa BPBD Kota Padang tidak menerima asupan dana dari

APBN dan dari masyarakat. Dana di setiap tahun tersebut digunakan untuk upaya

22 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana.
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penanggulangan bencana dalam jangka waktu setahun pula. Dilihat pula dari tahun

2016 ke tahun 2018 dana yang didapat semakin berkurang.

Dalam kegiatan Sekolah Cerdas bencana, BPBD Kota Padang mendapatkan
aliran dana dari APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.

278.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah)?. Anggaran

diambil dar : BB all APBD Kota

Dana te i 3 n : eydbs Bencana.
Untuk itu D dirasakan

minim itu.

“Da ana
me ‘ Jatan
Seke inema? agi.

Terl He
JA
= AN N
i

m.( EDJA
Dari hasi mm, (Ate Lok \Dé g ?wrﬁ?-‘( faln pelaksanaan

kegiatan Sekolah Cerdas Bencana asih kurang. Untuk hasil yang
maksimal, harus dengan ketersediaan dana yang cukup. Dana minim tersebut

menjadikan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana menyesuaikan dengan dana yang

23 Kerangka Acuan Kerja Sekolah Cerdas Bencana Tahun 2018 (Data dari BPBD Kota Padang)
24 Wawancara peneliti dengan Staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang Rezko
Yunando pada 18 November 2018 pukul 09.30 WIB.
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ada. Hal tersebut mengartikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga

mengikuti dana yang tersedia.

Kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor penting dalam suatu
kapabilitas organisasi. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-

orang supaya diarahkan me l—tujan._organisasi®. Pemimpin akan

mempengar, akan suatu

kegiatan.

Dalam kan sistem
manajemen uk mampu
berkomuniK n logistik
merupakan alatan yang
dibutuhkan saat terjadi
bencana, atau alur
pendistribus

% Miftah Thoha, 2010, Kepemimpinan dalam Manajemen, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
% peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 tahun 2008 tentang
Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

27 Standar Operasional Prosedur Logistik (Data dari BPBD Kota Padang)
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Tabel 1.4

Alur Pendistribusian Logistik

No Uraian Pelaksana
Tim Reaksi Kasi Logistik Kabid Kedaruratan
Cepat dan Logistik

1 Memberikan laporan kejadian

bencana dan mengajukan

permintaan logistik yang O

dibutuhkan korban bencana
2 Menghimpu T —
3 _<:
4

Sumber : Stan

Dengan tersedianya undang-un v ke am; dan peraturan sebagai landasan
pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lain mampu
menunjukkan bahwa organisasi memiliki kapabilitas. Peraturan yang ada juga

berguna untuk memobilisasi sumber daya yang ada.

Dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tidak melakukan kegiatan mitigasi
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bencana pada tingkat Sekolah Menengah Atas, karena merupakan kewenangan
provinsi dan bukanlah ruang lingkup kota. Aksi ini tidak dilakukan langsung oleh
Pihak BPBD Kota Padang, namun dibantu oleh organisasi-organisasi kebencanaan
yang memiliki pengalaman dan tetap diawasi dan dikoordinir oleh Kepala Bidang
Kesiapsiagaan dan Pencegahan. Hal ini juga diakibatkan kurangnya Sumber Daya

Manusia yang tersedia di BPBD Kota Padang materi sosialisasi disusun bersama

— — —

oleh BPBD Kota Padang dan organisasi tersebut. Organisasi-organisasi tersebut
UN'V:I‘\H My H.“UALAS

antara lain :}

a. Mercy Corps Indonesia

b. KOGAMI

i

c. Jemari Sakato

JIC-

d. DRR Indonesia

BPBD wab dalam

penanggula Peraturan
Walikota , Struktur
Organisasi, TUJ38 o B et Balaf i Béncana Daerah
Kota Padang. DalanTtrat-pefa gfonesia sendiri diatur dalam

Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam
melaksanakan kegiatannya BPBD Kota Padang membutuhkan institusi lain untuk
mampu mendukung segala hal yang dilakukan BPBD sendiri. Terlebih lagi,
penanggulangan bencana berguna bagi seluruh lapisan masyarakat, maka institusi
apapun itu harus berhubungan dengan BPBD dalam hal upaya penanggulangan

bencana. Dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana, BPBD Kota
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Padang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, sekolah, LSM Kebencanaan.
Kerjasama tersebut dalam rangka memberikan izin pada BPBD Kota Padang untuk
masuk ke sekolah dan memberikan sosialisasi materi penanggulangan bencana di

sekolah.

Di Kota Padang sendiri belum ada penyelenggaraan kurikulum kebencanaan

kebencanaa a Padang
Wawancara dilakukan bersama dea ' ‘\ di BPBD
Kota Padan@ yang turut serta dg : 8| 3 dikan yang

membahas féhgenai Seko | 5 A a lain:

....teilkait dengan kuftkulum
Pendif kan Kota Padang benar %
i 2endidikan menolak denga aka engang;
, 1 sekolah yang diaggap’ pe enolakan itu terjatlifs

rn- P

kurikulum kebencanaan tersebut GHREe 19,"0ianggap dapat mengganggu mata
pelajaran substansial lain yang telah ada di sekolah. Oleh karena itu mata pelajaran

terkait mitigasi bencana tidak dapat dimuat dalam kurikulum di sekolah.

Salah satu penyebab banyaknya jumlah korban dari setiap bencana alam yang

terjadi adalah kurangnya pengetahuan, keterampilan dan ketanggapan setiap

28 Wawancara dengan staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Bapak Rezko
Yunanda, ST tanggal 25 Maret 2019 pukul 14.00 WIB.
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masyarakat dalam langkah penanggulangan bencana®®. Untuk itu pendidikan
mengenai penanggulangan bencana memang harus diaplikasikan dalam sekolah.
Pendidikan mengenai mitigasi bencana tersebut mampu mengurangi dampak dari
bencana alam.

Upaya mitigasi bencana di Kota Padang yang dilakukan BPBD harus turut

P NCITAC AMIN G, -
didukung oleh seluruh ‘I'a'pis:an masyarakat agar miti‘g_a'si‘ gapat mencapai sasaran

N

yang luas. Seperti yang dikatkz:m oleh Walikota Padang :

“Maljygldi. mengatakag
Alasé : , kondisi Qg mnya
yang jfjeémpesona be ‘ \ e QJitdi dan
berbatdsan-langsung an, it uptinggi.
Selai risiko bent lai I¢ agtddalah
gempg|bumi dan tsunam. "Ma ping
masygiliakat, warga sekolah di Kote#Ra Naruse tigasi

bencqnh. Salah satunya melalui pfog g ini,"
kata WBhyeldi?

é

Pelaksanaan upaya mitigasi tersebut harus didukung oleh seluruh lapisan

masyarakat tanpa terkecuali, termasuk warga sekolah. Melalui pendidikan

N ol

diharapkan agar upaya pengurangan risiko bencana dalam mitigasi bencana dapat

e 1A 1A A LD
mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat diperkenalkan lebih dini kepada peserta
UK RSN pANTT

didik. Pelaksanaan mitigasi di sekolah dilakukan agar warga sekolah tidak merasa
— N

panik saat menghadapi bencana. Lebih baik lagi jika di lingkungan sekolah telah
disediakan tempat-tempat aman sementara terhindar dari bencana, serta tenaga
pendidik dan elemen lain di sekolah mampu menjadi pembimbing bagi pendidiknya

agar mampu menghadapi bencana nantinya. Untuk itu pendidik dan elemen sekolah

29 Wawancara dengan staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Bapak Rezko
Yunanda,ST pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 14.00 WIB

%0 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/31/otyfcf425-padang-luncurkan-
sekolah-cerdas-bencana diakses tanggal 28 Juni 2018



http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/31/otyfcf425-padang-luncurkan-sekolah-cerdas-bencana
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/31/otyfcf425-padang-luncurkan-sekolah-cerdas-bencana
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lainnya juga harus sadar dan mengetahui upaya-upaya mitigasi yang dilakukan di

sekolah.

Bentuk upaya mitigasi bencana gempa dan tsunami dari aspek pendidikan yang

dilakukan oleh BPBD dalam program Sekolah Cerdas Bencana berupa :

Tabel 1.5
Bentuk Mitigasi Bencana dari Aspek Pendidikan yang Dilakukan oleh BPBD

ERKota Pasang {DA

1 | Wor - " [lhari 40 orang Stakeholde didikan
Pers . dan Keben

Pen an SCB :
Stak rs
Pen dan
Keb aan

2 Peni 2 endidiy, Tenaga
Man wal ikan|omite
oleh ah _ Sis rmasuk
(Bas a Derkeb an
hlsus

3 | Pela P | 3 hari 0 | Tena ndidii, Tenaga
dan omite
Cer erintah
untu

Pen

Ten

Kep

Komit KEDJAJA AN

dan Pe 65'

Desa UK RANC

4 Pelatihan PRB | 4 ha Seluruh siswa termasuk
dan Sekolah siswa berkebutuhan
Cerdas Khusus

Bencanauntuk
Anak/Siswa

5 | Workshop 2 hari 10 orang Tenaga Pendidik, Tenaga
Kajian Risiko Kependidikan, Komite
Bencana Sekolah, Siswa termasuk
Partisipatif dan siswa berkebutuhan
inklusif dengan Khusus

mempertimban
gan kapasitas

!
L
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warga sekolah
berkebutuhan
khusus
6 | Workshop 2 hari 10 orang Tenaga Pendidik, Tenaga
Penyusunan Kependidikan, Komite
Rencana Aksi Sekolah dan perwakilan
dan siswa.
Pembentukan
Tim Siaga
Bencana di
Sekolah
7 | Workshop Tenaga Pendidik, Tenaga
Pembuatan epenglidikan, Komite
8
9
10 E ‘
Evaluasi "m; @dtkan,
Pelaksanaan Sekolah, BPBD, Dinas
dan Rencana Pendidikan/Kandepag,
Tindak Lanjut Legislatif, perwakilan
siswa

Sumber: Dokumen Petunjuk Teknis Sekolah Cerdas Bencana BPBD Kota Padang, 2018

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa BPBD telah melakukan kegiatan workshop-

workshop dalam rangka pencapaian mitigasi bencana gempa dan tsunami dari



23

aspek pendidikan. Hal itu diketahui dari hasil survey awal yang dilakukan peneliti

melalui wawancara :

“Kami telah melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dari aspek
pendidikan melalui kegiatan workshop, tetapi dalam hal pelaksanaan
kegiatan tersebut, kemi mendapatkan kendala dimana ada beberapa
sasaran yang kami sosialisasikan kurang tanggap, mereka tidak
merespon dengan baik serta adanya sikap yang ditunjukkan kurang
peduli dengan sosialisasi yang kami berikan sehingga berdampak
terhadap pelaksanaan program tersebut. Juga kami merasa
membutuhkan pihak lain dalam melaksanakan program karena

kurangnya sumber daya manusia yang tersedia di BPBD ini”3!,
Hh. ™0 .

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa adanya kendala yang

s
ditemukan BPBD dalam pelaksanaan Program Mitigasi Bencana (Sekolah Cerdas

Bencana) dalam Aspek Pendidikan, dimana adanya kekurangan Sumber Daya

Manusia, dan keluhan BPBD mengenai respon kurang baik dalam menanggapi

|

proses sosialisasi yang dilakukan.

Fokus program ini dilakukan pada sekolah yang berada d| zona merah tsunami

Kota Padang, sejumlah 468 sekolah. Pada tahun 2018, BPBD memlllki target

sejumlah 47 sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan

yang termuat pada dokumen Grand Design Kota Padang Cerdas Bencana. Namun

S (EDIAIAA NG

pada pelaksanaannya BPBD Kota Padang juga melakukan program Sekolah Cerdas

Bencana ini pada 47 sekolah yang terdiri dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan
tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ke 47 sekolah tersebut dipilih dengan

pertimbangan :

a. Lokasi sekolah kurang dari 300 meter dari sisi pantai dan bersebelahan sungai

31 Wawancara dengan Kepala BPBD Kota Padang, Bapak Dr. Edi Hasymi M.Si tanggal 21
Agustus 2018, pukul 13.00 WIB.
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b. Di sekolah tersebut tidak pernah ada sosialisasi kebencanaan sejenis

c. Jumlah peserta didik jika Sekolah Dasar lebih dari 50 orang dan Sekolah

Menengah Pertama lebih dari 500 orang.

Mercy Corps Indonesia, KOGAMI, Jemari Sakato, dan DRR Indonesia ini

dipilih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang karena keempat

an program

Sekolah Ce

ikan utusan
S Bencana.
Kemudian a kegiatan
Sekolah Ce ana Badan
Perubahan K E

Kota Padang ™ 4918 TEes i
Sekolah Cerda gr'yang akan turut langsung
dalam pelaksanaan program Sekolah Cerflas encana. Berikut daftar sekolah yang

menjadi sasaran BPBD Kota Padang dalam melakukan kegiatan Sekolah Cerdas

Bencana3%:

32 Daftar Sekolah Cerdas Bencana (Data dari BPBD Kota Padang)



Daftar Sekolah yang Didampingi dalam
Kegiatan Sekolah Cerdas Bencana Tahun

Tabel 1.6

2018

No Nama Sekolah Alamat Kecamatan Lembaga
1 |SD NEGERI 14 OLO JI. Samudera No. 24 Kec. Padang Barat DRRI
2 |SD NEGERI 10 BEROK NIPAH JI. Muara No. 51 Kec. Padang Barat DRRI
3 |SD NEGERI 09 BEROK NIPAH JI. Muara No. 51 Kec. Padang Barat DRRI
4  |SD NEGERI 27 OLO JI. Samudera Kec. Padang Barat DRRI
5 |SD NEGERI 29 PURUS JI. Purus V No. 118 Kec. Padang Barat DRRI
6 |SD NEGERI 03 dan 04 PURUS JI. Veteran No. 31 Kec. Padang Barat MERCY
7 |SD NEGERI 13 dan 21 PURUS JI. Veteran No. 31 Kec. Padang Barat MERCY
8 |SMP NEGERI 39 PADANG JI. Sawo No. 20, PURUS V Kec. Padang Barat DRRI
9 |SMP NEGERI 3 PADANG JI. Pulau Karam No. 98, Kp. Pondok Kec. Padang Barat DRRI
10 |SMP NEGERI 4 PADANG JI. Pulau Karam No. 82, Kp. Pondok Kec. Padang Barat DRRI
11 |SD NEGERI 19 PASAR LABAN JI. Padang Painan Km 20 Kec. Bungus Teluk Kabung |DRRI
12 |SD NEGERI 01 PASAR LABAN JI. Padang Painan Km 20 Kec. Bungus Teluk Kabung |Jemari Sakato

SD NEGERI 12 PASAR TELUK
13 |KABUNG JI. Padang Painan Km 24 Kec. Bungus Teluk Kabung [KOGAMI
14 |SD NEGERI 13 SUNGAI PISANG |JI. Sungai Pisang Kec. Bungus Teluk Kabung |Praktisi
15 |SD NEGERI 06 CINDAKIR JI. Padang Painan Km 22 Kec. Bungus Teluk Kabung |Praktisi
16 |SD NEGERI 21 CINDAKIR JI. Padang Painan Km 21 Kec. Bungus Teluk Kabung |Praktisi
17 |SD NEGERI 20 LABUHAN TAROKJI. Padang Painan Km 17 Kec. Bungus Teluk Kabung |Praktisi
18 |SD NEGERI 03 BATUNG JI. Padang Painan Km 23 Kec. Bungus Teluk Kabung |Praktisi
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SD NEGERI 18 KANDANG

19 |LABUHAN TAROK JI. Sunkyong Baru Km 18 Kec. Bungus Teluk Kabung [Praktisi
20 |SD NEGERI 10 KOTO JI. Padang Painan Km 24 Koto RT 02 RW 02|Kec. Bungus Teluk Kabung |Praktisi
21 |SMP NEGERI 37 PADANG JI. Sungai Pisang Kec. Bungus Teluk Kabung [Praktisi
22  |[SMP NEGERI 19 PADANG JI. Padang - Painan Km 19 Kec. Bungus Teluk Kabung |MERCY
23  |SMP NEGERI 13 PADANG JI. Lapangan Bola Tabing, Parupuk Tabing |Kec. Koto Tangah DRRI
24 |SD 32 BUNGO PASANG Komp Pasir Putih Tabing Kec. Koto Tangah Jemari Sakato
25 |SD NEGERI 23 PASIR SEBELAH JI. Pasir Sebelah Kec. Koto Tangah Jemari Sakato
26 |SD NEGERI 31 PASIR KANDANG |Jl. Pasir Kandang Kec. Koto Tangah Jemari Sakato
27 |SD NEGERI 45 BUNGO PASANG |JI. Gunung Kawi Wisma Indah V Kec.Koto Tangah Jemari Sakato
28 |SD NEGERI 06 PASIR JAMBAK  |JI. Pasir Jambak Kec. Koto Tangah Jemari Sakato
29 [SMP NEGERI 42 PADANG JI. Pasir Jambak Kec. Koto Tangah Jemari Sakato
SD NEGERI 35 PADANG SARAI
30 [PADANG JI. Padang Sarai Kec. Koto Tangah KOGAMI
31 |SD NEGERI 27 PEMANCUNGAN (JI. Pemancungan Kec. Padang Selatan MERCY
32 |SD NEGERI 07 AIR MANIS JI. Air Manis Kec. Padang Selatan MERCY
SD NEGERI 34 SEBERANG
33 |PALINGGAM JI. Seberang Palinggam Kec. Padang Selatan MERCY
34 |SMP NEGERI 35 PADANG JI. Seberang Palinggam Kec. Padang Selatan MERCY
35 |SD TIRTONADI JI. Kampung Batu Nomor 59 Kec. Padang Selatan MERCY
SD NEGERI 29 PEBAYAN
36 [PENGGALANGAN JI. Seberang Penggalangan Kec. Padang Selatan MERCY




37 |SD NEGERI 15 LOLONG JI. S. Parman BLK TMP Kec. Padang Utara KOGAMI

38 |SD NEGERI 23 LOLONG JI. S. Parman BLK TMP Kec. Padang Utara KOGAMI
SD NEGERI 29 ULAK KARANG

39 |UTARA JI. Sumatera Kec. Padang Utara KOGAMI
SD NEGERI 19 AIR TAWAR

40 |BARAT JI. Patenggangan No. 16 J Kec. Padang Utara KOGAMI

41 |SMP NEGERI 40 PADANG JI. Bunda/ Samping Bung Hatta Kec. Padang Utara KOGAMI
SD NEGERI 25 AIR TAWAR

42 |SELATAN JI. Merak Air Tawar Kec. Padang Utara MERCY
SD NEGERI 18 AIR TAWAR

43 |SELATAN JI. Merak Air Tawar Kec. Padang Utara MERCY

44 |SD NEGERI 04 GAUANG JI. Bitung No. 5 Gaung Kec. Lubuk Begalung KOGAMI

45 |SD NEGERI 09 GAUANG JI. Bitung No. 5 Gaung Kec. Lubuk Begalung KOGAMI

46 |SD NEGERI 13 SEI. BEREMAS JI. Padang-Painan Kec. Lubuk Begalung Praktisi

47 |SD NEGERI 21 TELUK KABUNG . Padang-Painan . Lubuk Begalung Praktisi

Sumber : Data Olahan peneliti (Sekolah SCB




Dari tabel 1.3, dapat dilihat bahwa BPBD memberikan materi kepada 47
sekolah (39 SD dan 8 SMP) yang ada di Kota Padang. Dari 47 sekolah yang termuat
dalam tabel 1.3 tersebut telah mengalami perubahan atau pergantian satu sekolah.
Ada satu sekolah yang menolak yakni SD Baiturrahmah 1-3 Padang untuk
diberikan materi cerdas bencana atau dilaksanakannya program Sekolah Cerdas

Bencana. Sekolah tersebut menolak dengan alasan dengan masuknya BPBD untuk

pendidikan
setiap orang 3 -ac seke | olak untuk

dilaksanaka ~ 3 ! WHH@engetahuan

menyebarluaskan dan mengemba pengetahuan kebencanaan kepada

masyarakat luas melalui jalur pendidikan Sekolah.

Pada kegiatan ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang
memberikan predikat juara pada beberapa sekolah. Sekolah tersebut yakni Sekolah
Dasar Negeri 27 Olo Kota Padang meraih juara pertama, Sekolah Dasar Negeri 13

Sei. Beremas meraih juara kedua, dan Sekolah Dasar Negeri 09 Gauang



mendapatkan juara ketiga. Sekolah-sekolah ini mendapatkan predikat juara sebagai
reward dari Badan Penanggulangan Bencana karena dianggap pantas dijadikan

teladan bagi sekolah-sekolah lainnya di Kota Padang.

Terpilihnya sekolah-sekolah ini sebagai juara dengan beberapa indikator

penilaian dari tim penilai Sekolah Cerdas Bencana. Indikator-indikator

penilaiannya yakni® :

Salah sat

evakuasi sem

mengetahui keadaan sekolah dan lokasi-lokasi aman dari sekolah di saat terjadi

menuju titik

sekolah untuk

bencana gempa. Sekolah Dasar Negeri 27 Olo Kota Padang ini juga mendapat

reward predikat juara | dari tim penilai Sekolah Cerdas Bencana.

33 Penilaian Sekolah Cerdas Bencana (Data dari BPBD Kota Padang)



Predikat juara ini dinilai oleh tim penilai yang telah dipilih oleh BPBD Kota
Padang yang dirasa memiliki kemampuan untuk menilai sekolah dalam program
Sekolah Cerdas Bencana ini. Penilaian tersebut dilihat dari beberapa kriteria
tertentu seperti respon sekolah, pemahaman tim tentang Sekolah Cerdas Bencana
dan swadaya sekolah dan lain-lain. Peneliti memilih fokus pada tingkat sekolah

dasar karena menganggap bahwa murid-murid sekolah dasar masih sangat

bencana. S )elaksanaan
kegiatan S da di zona
merah tsun

Penelit ) ca- n dianggap
menjadi pe ling rawan
atau paling Dlo Padang,
SDN 13 Seif E Pantai Air
Manis dan ¢

Terkait ota Padang
dan Badan P ah melakukan
sosialisasi aat program ini

dilaksanakan, dinas menyerahkan ini selanjutnya kepada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Padang.

“Terkait saat program Sekolah Cerdas Bencana dilaksanakan Dinas
Pendidikan hanya memberikan izin untuk masuknya BPBD Kota
Padang untuk melakukan program tersebut ke sekolah-sekolah.
Selanjutnya diserahkan kepada BPBD Kota Padang untuk
melaksanakan programnya. Beberapa saat tertentu pihak Dinas



Pendidikan memperhatikan saat terlaksananya program tersebut di
sekolah-sekolah”,

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa Dinas
Pendidikan tidak melakukan kontribusi berarti terkait program Sekolah Cerdas
Bencana yang dilakukan BPBD Kota Padang. Pihak Dinas hanya memberikan izin

untuk BPBD Kota Padang dalam melaksanakan program-programnya dan masuk

Dinas Pend ] ) s¢ndliri. Namun
nyatanya da KUri ‘ ) uat tentang
pendidikan enge anyad Kuri )lah tentang

pendidikan

kebencanaan s". K . oKl Kaf ' ’engan adanya
aturan tersebut maka-sehar /e _ A-HttgasSl bencana tersebut
dapat dimasukkan dalam sebuah kurikulum sebagai mata pelajaran muatan lokal.
Dengan adanya kurikulum kebencanaan tersebut diharapkan peserta didik lebih

sadar dan tanggap mengenai mitigasi bencana karena durasi penyajian materi

tentang kebencanaan tersebut dapat dilakukan lebih lama.

34 Wawancara dengan Kepala Seksi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Padang, Bu Dra. Wasni
pada tanggal 10 September 2018 pukul 14.00 WIB.



Dengan melihat fenomena-fenomena diatas, peneliti ingin melihat dan meneliti
tentang “Kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam Mitigasi Bencana Melalui

Sekolah Cerdas Bencana”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap diantara sejumlah tahap

Kapabilitas

Cerdas Ben

studi akademis kiustshye 0 Vianajemen. Selain

itu penelitian ini juga dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi penelitian

selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya

yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan Kapabilitas



Pemerintah Kota Padang dalam Mitigasi Bencana Melalui Sekolah Cerdas

Bencana.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat

kepada pemerintah Kota Padang selaku pembuat kebijakan dalam

pelaksanan manajemen Kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam

doai bahar aNQaleRagi-stak G ganjKapabilitas

Bkblah Cerdas




